PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 7 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 39
TAHUN 2001 TENTANG WAJIB LAPOR KETENAGA KERJAAN BAGI PERUSAHAAN

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

. bahwa sehubungan dengan dikenakannya wajib lapor bagi perusahaan negara

yang berbentuk Perusahaan Jawatan (Petjan), Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) dan Perusahaan Daerah yang berbentuk Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD), maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah
Kabupaten Batang Hari Nomor 39 Tahun 2001 tentang Wajib Lapor
Ketenagakerjaan Bagi Perusahaan ;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

merubah atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 39 Tahun 2001
tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Bagi Perusahaan dengan Peraturan
Daerah.

: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom

Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana diubah dengan Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingakt II Sorolangun
Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Tahun 1965
Nomor 50);

. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisiher

Perburuhan (Lembaran Negara Tahun 1957 Neomor 42; Tambaher [ smbera
Negara Nemaor 1227)
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. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55; Tamabahan
Lembaran Negara Nomor 2912);

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenaga Kerjaan
di Perusahaan (ILembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39; Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3201);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4048);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan ILembaran Negara
Nomor 3839);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atés Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan
Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 167; Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4004),

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-undang Nomor 8§ Tahun 1981 ter{tang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Tahun 1983 Nomor 26; Tambahan ILembaran Negara Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenagan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Dasrah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomeor 119; Tambahan [embarzn Negars

Nomor 4139);
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 39 Tahun 2001 tentang Wajib
Lapor Ketenagakerjaan Bagi Perusahaan (Lembaran Daerah Tahun 2001
Nomor 39)

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 39 TAHUN 2002
TENTANG WAJIB LAPOR KETENAGA KERJAAN BAGI
PERUSAHAAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 39 Tahun 2001 tentang Wajib
Lapor Ketenagakerjaan Bagi Perusahaan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 39) Bab III
Pasal 4 huruf a dihapus.

Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar sctiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Digahkan di Muara Bulian.

__—-Pada tanggal 2 Januari 2003
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Diundangkan di Muara Bulian. //
Pada tanggal 2 Januari 2003




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR %  TAHUN 2003
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 39
TAHUN 2001 TENTANG WAJIB LAPOR KETENAGA KERJAAN BAGI PERUSAHAAN

I.  PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan adanya Wajib Lapor bagi Perusahaan Negara yang berbentuk
Perusahaan Jawatan (Perjan), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Perusahaan
Daerah yang berbentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang semula tidak dikenakan
wajib lapor sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 39
Tahun 2001 tentang Wajib Lapor Ketenaga Kerjaan Bagi Perusahaan perlu diadakan
perubahan sesuai dengan kewenangan Otonomi Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah
Kabupaten Batang Hari sebagai tindak lanjut Undang-undang 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25. Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, Undang — undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenaga
Kerjaan di Perusahaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom serta Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi Daerah.

Penctapan Peraturan Daerah ini dapat menjamin terlaksananya usaha Pemerintah
Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dengan kemampuan
keuangan yang semakin meningkat akan memberi manfaat besar bagi pembiayaan
Pemerintah dan Pembangunan Daerah, salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
dalam menunjang Otonomi Daerah adalah pungutan Wajib Lapor Ketenaga Kerjaan Bagi

Perusahaan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

1

Pasal 1 Cukup jelas.



